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PUTUSAN
Nomor 1344/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam
perkara:
PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Gedung
Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001 Jalan HR Rasuna Said
Blok X-1 Kaveling 03 Kuningan Timur Jakarta Selatan, yang
diwakili oleh Markian Gunawan, jabatan Direktur;
Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wansepta Nirwanda,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan
Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3105/PJ/2022
tanggal 30 Maret 2022;
Termohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT-014377.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 18 November 2021,
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat
diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding,

sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:
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JUMLAH RUPIAH
No. URAIAN MENURUT WAIIB
PAJAK

1 |[Dasar Pengenzan Fajak:

a Atas Penyerahan Barang danlasa yangterutang FFN :

3.1 Ekspor o
8.2 Penyerahan yang PPMN-rnya harus dipunputsendiri 22972112476
8.3 FPenyerahan yang PFMN-nya di pungut ol eh Femungutan FFN o
a4 Penyerahan yang PFN-nya tidak di pungut 41.010.505.600
8.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN o
a b Jumlah{a.l+a2 +a3 +a.d+alb} 653982622 076
b Atas Penyeraban BEarang danlasa yangtidak terutang PPN : o
Jumlah Seluruh Penyerahan (3.6 + b} 63.982.622.076

ol Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKF Tidak Berwujud dari LuarDaerah
Fabean/ Pemanfaatan JKkP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak
Femungut Fajak/Kegiatan Membangun SendirifPenyerahanatas Aktiva
Tetapyang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan
d.l Impor EEF
d.2 Femanfaatan EKF tidak berwujud dari Luar Daerah Fabean
d.3 Femanfaatan JKF dari Luar Daerah Fabean
d4 Pemungutan Fajak oleh FPemurngut Fajak
d.5 KEegiawn Membangun Sendiri
0.6 Penyerahanatas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula

Tidak untuk Ot perjualbelikan
d.7 Jumlahi{d.1+d2 +d3 +d.4 +d.5 +d.6}
e Seharusrnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2} KUF}

I~~~ )

2 |Penghitungan PPN Kurang Eayar
a Fajak Keluaranvyang harus dipungut/dibayar sendiri 2.32597.311.3248
b Dikurang :
b.1 PFMN yangdisetor dimuka dalam hMasa Fajak yang Sama o
b.2 FPajak Masukan yangdapatdiperhitungkan 21400.8559.325
b.3 STF {Pokok kurang Bayar} o]
b4 Dibayar dengarn MPWFP sendiri
b.5 Lain-lain
b6 Jumlahi{b.l1 +b2 +b53 +b.4 + b5} 21.400.859.325
c Diperhitungkan :
c.l SKFLE
c.2 SKFFEF
c.3 Jumlah{c.1 +c.2}
d PFM yangseharusnya tidak terutang (Fasal 17 ayvat 2 KEUF}
d.l Dibayar dengan MPWF pihak lain
d.2 Dibayar dengarn MPWF sendiri
d.3 Telah di pungut
dd Jumlahi{d.1+d2 +d3}
e Jumlah pajakvangdapatdiperhitungkan ((b.6 - c.3} atau (d.a}h 21.400.859.3325
f Jumlah Fenghitungan PPN Lebih Bayarfseharusnya tidak terutang| (12.103.648.077}
3 |Eelebihan Pajak yangsudah :

[= =]

[~~~

a Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutrnya {(12.103.648.077}
b Dikompensasikan ke Masa Pajak ....(karena pembetulan} o
£ Jumiah(a + b} {19.102.642.077}
4 |Jumlah FFN yvanglebih dibayar/seharusnya tidak teruwng (21 - 3.c} o]
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Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
Surat Uraian Banding tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
014377.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021, tanggal 18 November 2021, yang
telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04538/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18
September 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak
Januari 2015 Nomor 00166/207/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018, atas
nama PT Prima Mitrajaya Mandiri, NPWP 02.504.354.8-058.000, beralamat
di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001 Jalan HR Rasuna Said Blok X-
1 Kaveling 03 Kuningan Timur Jakarta Selatan, sehingga perhitungannya
menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak
- Penyerahan yang PPN-nya harus

dipungut sendiri Rp 22.972.112.476,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Rp 41.010.509.600,00

Jumlah Rp63.982.622.076,00

Pajak Keluaran Rp 2.297.211.248,00
Pajak Masukan Rp21.358.109.325,00
Pajak yang kurang/(lebih) bayar (Rp19.060.898.077,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan

ke Masa Pajak berikutnya Rp19.103.648.077.00
Pajak yang kurang dibayar Rp 42.750.000,00
Sanksi administrasi Psl 13 (3) Rp 42.750.000,00
Pajak yang masih/(lebih) dibayar Rp 85.500.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2021, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan
peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada
tanggal 25 Februari 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Februari 2022;
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Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka
permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang
diterima tanggal 25 Februari 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada
Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon
Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) dalam perkara ini;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT-014377.16/2019/PP/M.XXB Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021
dan yang putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada tanggal 18 November 2021 terkait sengketa a quo;

3. Memohon Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk
membayar semua biaya dalam perkara a quo;

Atau :

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili

Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-

adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan
Kembali pada tanggal 8 April 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan
Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali
dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
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Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil
yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan
Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang
diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian
kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta
memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis
perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak
tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan
Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan
Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Banding
Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
04538/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Keberatan
Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor
00166/207/15/058/18 tanggal 21 Agustus 2018, adalah sudah tepat dan tidak
bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa in casu nilai pembuktian lebih mengedepankan
kebenaran materiel berdasarkan prinsip substance over the form dan
memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule yang mensyaratkan bahwa semua
tindakan administrasi harus berdasarkan hukum. Bahwa secara filosofis PPN
adalah pajak konsumsi yang berarti bahwa konsumen akhirlah yang
menanggung beban PPN tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutannya,
PPN dikenakan pada setiap rantai jalur produksi maupun jalur distribusi
(multi stage tax) namun untuk menghindari pajak berganda diberlakukan
credit method (metode kredit) di mana PPN yang terutang merupakan hasil
pengurangan antara PPN yang dipungut saat penjualan (pajak keluaran)
dengan PPN yang dibayar saat pembelian (pajak masukan). Pasal 9 ayat (8)
huruf b UU PPN mengatur bahwa Pengkreditan Pajak Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat diberlakukan bagi
pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN mengatur bahwa yang
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dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan
kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi,
pemasaran dan manajemen. Pembangunan Mess karyawan adalah tidak
langsung berhubungan dengan kegiatan usaha dan tidak berkaitan dengan
adanya penyerahan TBS dan/atau CPO. Oleh karenanya koreksi Termohon
Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal
29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctfo Pasal 4 ayat (1), Pasal 9
ayat (8) huruf b, Pasal 13 ayat (5) dan (9) dan Pasal 16F Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa mendasarkan asas Ne Bis Vexari Rule yang
mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hukum serta berdasarkan Pasal 78
Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat
bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara in litis oleh Terbanding
sekarang Pemohon Peninjauan telah memiliki validitas hukum dan telah
dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang
secara terukur (Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa)
dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
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2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang

terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara
pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Maijelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr.

H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Maijelis: Ketua Majelis,
ttd. ttd.
Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp  10.000,00

2. Redaksi Rp  10.000,00

3. Administrasi PK Rp 2.480.000,00
Jumlah Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - Rl
a.n. Panitera
PIt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001
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